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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah  pembuatan 
kontrak yang sah menurut  Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan bagaimanakah 
pemenuhan hak dan kewajiban sesuai 
kesepakatan para pihak dalam kontrak menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
dengan metode penelitian hukum normtif 
disimpulkan: 1. Pembuatan kontrak yang sah 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) diharuskan untuk dilaksanakan 
dan ditaati oleh para pihak yang berkehendak 
membuat kontrak sesuai dengan asas itikadi 
baik dan janji harus  ditetapi.  Hal tersebut 
untuk memberikan kepastian hukum bagi para 
pihak akan hak dan  kewajiban sesuai 
kesepakatan dalam kontrak yang dibuat. 2.  
Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai 
kesepakatan para pihak dalam kontrak 
merupakan bentuk perlindungan hukum atas 
hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam 
kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk 
ditaati. Pemenuhan hak para  pihak merupakan 
pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh 
ketentuan-ketentuan hukum perdata yang 
berlaku. Pengingkaran terhadap kewajiban 
dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni 
pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi 
akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 
Kata kunci: kontrak; kesepakatan; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kontrak dapat menjadi sumber hukum 
bagi para pihak untuk mencapai suatu tujuan 
yang diharapkan dengan adanya kontrak 
tersebut. Diharapkan adanya kontrak akan 
memberikan kepastian hukum terhadap hak 
dan kewajiban dan bagi para pihak dapat 
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melindungi kepentingan masing-masing apabila 
terjadi sengketa dalam hubungan hukum yang 
dilakukan. Kesepakatan para pihak yang ada 
dalam isi kontrak yang dibuat merupakan dasar 
hukum untuk menuntut kerugian yang timbul 
apabila terjadi sengketa. Para pihak yang 
bermaksud melakukan hubungan hukum yang 
menimbulkan hak dan kewajiban tentunya akan 
membuat suatu kesepakatan yang dimuat 
dalam suatu kontrak. Adanya kontrak 
merupakan perbuatan antara para pihak 
sebagai subjek hukum mengakibatkan 
timbulnya hak dan kewajiban yang harus ditaati 
dan dilaksanakan. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah  pembuatan kontrak yang 
sah menurut  Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata?  
2. Bagaimanakah pemenuhan hak dan 
kewajiban sesuai kesepakatan para pihak 
dalam kontrak menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata? 
 
C. Metode Penelitian 
Pendekatan hukum dilakukan dengan 




A. Pembuatan Kontrak Yang Sah Menurut  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kesepakatan dalam kontrak sebenarnya 
didasarkan pada pemikiran perlu adanya 
kepastian hukum dan perlindungan hukum atas 
hak di antara para pihak yang harus dipenuhi 
melalui pelaksanaan kewajiban. Perbuatan 
hukum untuk membuat kesepakatan dalam 
kontrak dilakukan guna menjamin perlakuan 
yang adil bagi semua pihak yang terikat dalam 
kontrak yang di buat.  
Asas hukum yang penting berkaitan dengan 
berlakunya perjanjian (kontrak) adalah asas 
kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak 
bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik 
yang sudah ada pengaturannya maupun belum 
ada pengaturannya dan bebas menentukan 
sendiri isi perjanjian itu, namun kebebasan 
tersebut tidak mutlak karena terdapat 
pembatasannya yaitu tidak boleh bertentangan 
Lex Privatum Vol. IX/No. 3/Apr/2021 
 
238 
dengan undang-undang, ketertiban umum dan 
kesusilaan.5 
Pengaturan hukum perikatan mempunyai 
sistem terbuka (open system) artinya seseorang 
dapat mengadakan hak-hak perseorangan 
(personlijk recht) yang lain, selain yang telah 
diatur dalam undang-undang. Dengan sistem 
terbuka tersebut, setiap orang bebas atau 
dapat mengadakan perikatan atau perjanjian 
yang dapat menimbulkan hubungan hukum 
baik telah atau belum diatur dalam undang-
undang. Artinya jumlah hak-hak perorangan 
tidak terbatas pada apa yang telah disebutkan 
dalam undang-undang, di mana setiap orang 
dapat mengadakan hak-hak perseorangan 
berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang 
tidak bertentangan dengan hukum (undang 
undang), ketertiban umum, kepatutan dan 
kesusilaan.6    
Sifat keterbukaan hukum perikatan 
membawa pengertian bahwa setiap orang 
dapat mengadakan hak perseorangan 
berdasarkan asas konsensualitas dan 
kebebasan berkontrak, kendati hak 
perseorangan yang diciptakannya tersebut 
belum mendapatkan pengaturan dalam 
undang-undang. Hak perseorangan bersifat 
relatif, karenanya pemenuhannya pun dapat 
diatur sendiri secara berbeda oleh setiap orang, 
berlainan dari yang diatur dalam undang-
undang.7   
Kontrak yang dibuat secara sah antara para 
pihak tentunya harus sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku, agar kontrak 
tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan 
tujuan dari para pihak dalam membuat kontrak 
dan kontrak tersebut mengikat sebagai undang-
undang bagi para pihak. 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 
menyatakan bahwa semua perjanjian yang di 
buat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi yang membuatnya. Suatu 
perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 
alasan-alasan yang oleh undang-undang 
dinyatakan cukup untuk itu.Suatu perjanjian 
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harus dilaksanakan dengan itikad baik.  Pasal 
1339: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat 
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di 
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu 
yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh 
kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. 
Kontrak merupakan suatu perjanjian yang 
dibuat antara para pihak, sehingga pembuatan 
kontrak tersebut harus sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1320 
KUH.Perdata yaitu adanya: 
a. Kata sepakat; 
b. Kecakapan; 
c. Hal tertentu; 
d. Sebab yang halal. 
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Pasal 1320 tersebut, dapat dipahami bahwa 
semua unsur-unsur tersebut perlu terpenuhi 
agar kontrak dapat dinyatakan sah secara 
hukum untuk mengikat para pihak yang 
membuat kontrak. Apabila salah satu unsur 
tidak terpenuhi maka kontrak tersebut 
dianggak tidak sah sesuai hukum yang berlaku 
dan para pihak tidak dapat menggunakan 
kontrak tersebut sebagai dasar hukum untuk 
melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari 
pembuatan kontrak tersebut. 
Unsur-unsur dalam Pasal 1320 memiliki 
keterikatan satu sama lainnya sehingga tidak 
dapat dikurangi atau ditiadakan. Hal ini 
dimaksudkan hukum bermaksud memberikan 
kepastian hukum akan hak dan kewajiban dan 
mencegah terjadinya persoalan-persoalan 
hukum di antara para pihak. Apabila Pasal 1320 
tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan 
apabila salah satu pihak tidak setuju atau 
dinyatakan batal demi hukum melalui suatu 
putusan pengadilan yang menyatakan 
perbuatan hukum para pihak dalam membuat 
kontrak tidak pernah terjadi, meskipun para 
pihak telah membuat kesepakatan yang 
tertuang dalam isi kontrak. 
Kata sepakat merupakan salah satu unsur 
penting dalam pembuatan kontrak karena 
tanpa kata sepakat tentunya kontrak tidak akan 
terwujud. Kata sepakat menunjukkan adanya 
perbuatan hukum dari para pihak untuk 
menentukan hak dan kewajibannya yang harus 
disepakati bersama. Hak harus dipenuhi 
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sebagai pelaksanaan dari kewajiban masing-
masing pihak. Kekuatan mengikat dari suatu 
kontrak timbul akibat adanya kesepakatan para 
pihak dan hasil kesepakatan tersebut harus 
dilaksanakan sampai perjanjian itu dinyatakan 
berakhir sesuai dengan kata sepakat yang telah 
dibuat. Kedudkan para pihak dalam membuat 
kontrak adalah sama, sehingga apabila kata 
sepakat akan ditarik kembali harus berdasarkan 
persetujuan para pihak dan tidak dapat 
dilakukan secara sepihak, kecuali dilakukan 
sesuai dengan hukum yang berlaku 
sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Kecakapan, berarti mampu melakukan 
perbuatan hukum dan membuat kontrak 
merupakan perbuatan hukum, sehingga harus 
dilakukan oleh orang yang cakap untuk 
bertanggung jawab dalam melaksanakan 
kontrak tersebut termasuk dapat bertanggung 
jawab apabila terjadi sengketa dalam 
pelaksanaan kontrak. Kemampuan para pihak 
dalam membuat kontrak haruslah memenuhi 
unsur kecakapan untuk menentukan bentuk 
dan isi kontrak yang dibuat.  
Cakap hukum; kecakapan seseorang yang 
mampu atau cakap menurut hukum untuk 
membuat perjanjian atau melakukan perbuatan 
hukum lainnya. 8  Cakap; 1) sanggup 
mengerjakan atau melakukan sesuatu; 
maupun; dapat; 2) pandai; mahir; 3) 
mempunyai kemampuan dan kepandaiaan 
untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu.9 
 Sebagaimana diketahui adanya hal 
tertentu yang diatur pada Pasal 1320 
menunjukkan kontrak harus dibuat tentu untuk 
mencapai tujuan bersama dan difokuskan pada 
hal tertentu saja yang diatur dalam kontrak 
tersebut apabila banyak hal yang diatur dalam 
kontrak tersebut, maka bertentangan dengan 
adanya hal-hal tertentu, sebab maksud Pasal 
1320 cukup satu hal tertentu dalam kontrak 
yang dibuat, seperti kontrak jual beli barang.  
Apabila mau membuat kontrak sewa menyewa 
perlu dibuat kontrak baru tidak diatur dalam 
satu kontrak. 
Kontrak yang dibuat perlu memenuhi 
adanya sebab yang halal, karena jika para pihak 
bermaksud membuat kontrak untuk tujuan 
 
8 Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya 
A.,Op.Cit, hal.  48. 
9 Sudarsono, Op.Cit, hal. 69. 
tertentu dan bertentangan dengan prinsip 
itikad baik atau atas dasar sebab yang tidak 
halal, maka kontrak tersebut dapat dianggap 
melanggar peraturan perundang-undangan dan 
tentunya dapat merugikan masyarakat. 
Misalnya antara pelaku usaha membuat 
kontrak untuk melakukan monopoli usaha 
dalam perdagangan barang.  Dalam 
KUHPerdata terdapat ketentuan, bahwa semua 
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian 
dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu 
undang-undang yang materinya sangat konkret 
dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan 
atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam 
perkembangannya maka materi yang biasa 
diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang 
dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan 
tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu 
yang diperjanjikan oleh para pihak diulang 
kembali oleh pihak yang lainnya.10 
Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, 
perikatan atau perjanjian harus memenuhi 
empat syarat, yaitu: 
1.  Sepakat (consensus) yaitu ada perizinan yang 
bebas dari orang-orang yang mengikatkan 
diri serta harus mempunyai kemauan yang 
bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan 
itu harus dinyatakan, baik dengan tegas 
maupun secara diam-diam.   
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 
(capacity); 
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan 
(certainty of terms). Dalam suatu perikatan 
atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal 
atau suatu barang yang cukup jelas atau 
tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban 
para pihak. 
4. Suatu sebab yang halal (consideration), 
tujuan yang dikehendaki dari perjanjian yang 
dilakukan oleh kedua pihak harus ada/jelas. 
Syarat pertama dan kedua di atas 
merupakan syarat subjektif yang berarti apabila 
suatu perikatan atau perjanjian tidak 
memenuhi kedua syarat tersebut, perikatan 
atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 
Sebaliknya syarat ketiga dan keempat di atas 
merupakan syarat objektif yang berarti apabila 
suatu perikatan atau perjanjian tidak 
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memenuhi syarat objektif tersebut, perikatan 
atau perjanjian tersebut batal demi hukum dan 
sejak semula dianggap tidak terjadi perjanjian.11    
Buku Ketiga KUHPerdata, mengatur tentang 
perikatan:  
Bab I. Perikatan pada umumnya;  
Bab II. Perikatan yang lahir dari kontrak atau 
perjanjian; 
Bab III. Perikatan yang lahir karena undang-
undang; 
Bab IV. Hapusnya perikatan. 
Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu 
persetujuan atau karena undang-undang. Pasal 
1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan 
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk 
tidak berbuat sesuatu.  
Perjanjian, ialah: persetujuan yang dibuat 
oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, 
masing-masing sepakat untuk menaati isi 
persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini 
diatur di dalam Pasal 1313, 1314 KUH. Perdata, 
yaitu: Pasal (1313): Suatu persetujuan adalah 
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau 
lebih. Pasal (1314); Suatu persetujuan dibuat 
dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu  
persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu 
persetujuan dengan mana pihak yang satu 
memberikan suatu keuntungan kepada pihak 
yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi 
dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, 
adalah suatu persetujuan yang mewajibkan 
masing-masing pihak memberikan sesuatu, 
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.12 
KUHPerdata mengatur mengenai Perikatan 
Yang Lahir Karena Undang-Undang, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 sampai 
dengan Pasal 1380, sebagai berikut: 
1. Pasal 1352: Perikatan yang lahir karena 
undang-undang, timbul dan undang-
undang sebagai undang-undang atau dan 
undang-undang sebagai akibat perbuatan 
orang.  
2. Pasal 1353: Perikatan yang lahir dan 
undang-undang sebagai akibat perbuatan 
orang, muncul dan suatu perbuatan yang 
sah atau dan perbuatan yang melanggar 
hukum. 
3. Pasal 1354: Jika seseorang dengan sukarela, 
dengan tidak mendapat perintah untuk itu, 
 
11 Ibid, hal. 242. 
12Sudarsono, Op.Cit, hal. 355. 
mewakili urusan orang lain, dengan atau 
tanpa pengetahuan orang itu, maka ia 
secara diam-diam mengikatkan dirinya 
untuk meneruskan serta menyelesaikan 
urusan itu, hingga orang yang ia wakili 
kepentingannya dapat mengerjakan sendiri 
urusan itu. Ia memikul segala kewajiban 
yang harus dipikulnya, seandainya ia 
dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa 
yang dinyatakan dengan tegas. 
4. Pasal 1355: Ia diwajibkan meneruskan 
pengurusan itu, meskipun orang yang 
kepentingannya diurus olehnya meninggal 
sebelum urusan diselesaikan,sampai para 
ahli waris orang itu dapat mengambil alih 
pengurusan itu.  
5. Pasal 1356: Dalam melakukan pengurusan 
itu, ia wajib bertindak sebagai seorang 
kepala rumah tangga yang bijaksana. 
Meskipun demikian Hakim berkuasa 
meringankan penggantian biaya, kerugian 
dan bunga yang disebabkan oleh kesalahan 
atau kelakuan orang yang mewakili 
pengurusan, tergantung pada keadaan yang 
menyebabkan pengurusan itu. 
6. Pasal 1357: Pihak yang kepentingannya 
diwakili oleh orang lain dengan baik, 
diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan, 
yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, 
memberi ganti rugi dan bunga yang 
disebabkan oleh segala perikatan yang 
secara perorangan dibuat olehnya, dan 
mengganti segala pengeluaran yang 
berfaedah dan perlu. 
7. Pasal 1358: Orang yang mewakili urusan 
orang lain tanpa mendapat perintah, tidak 
berhak atas suatu upah. 
8. Pasal 1359: Tiap pembayaran 
mengandalkan adanya suatu utang; apa 
yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk 
itu, dapat dituntut kembali.  Terhadap 
perikatan-perikatan bebas (natuurlijke 
verbintenissen), yang secara sukarela telah 
dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan 
kembali. 
9. Pasal 1360: Barangsiapa secara sadar atau 
tidak, menerima suatu yang tak harus 
dibayar kepadanya, wajib 
mengembalikannya kepada orang yang 
memberikannya. 
10. Pasal 1361. Jika seseorang, karena khilaf 
mengira dirinya berutang, membayar suatu 
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utang, maka ia berhak menuntut kembali 
apa yang telah d ibayar kepada kreditur. 
Walaupun demikian, hak itu hilang jika 
akibat pembayaran tersebut kreditur telah 
memusnahkan suratsurat pengakuan utang 
tanpa mengurangi hak orang yang telah 
membayar itu untuk menuntutnya kembali 
dan debitur yang sesungguhnya. 
11. Pasal 1362: Barangsiapa dengan itikad 
buruk menerima suatu barang yang tidak 
harus dibayarkan kepadanya, wajib 
mengembalikannya dengan harga dan 
hasil-hasil, terhitung dan han pembayaran, 
tanpa mengurangi penggantian biaya, 
kerugian dan bunga, jika barang itu telah 
menderita penyusutan. Jika barang itu 
musnah, meskipun hal itu terjadi diluar 
kesalahannya,  wajib membayar harganya 
dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, 
kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa 
barang itu akan musnah juga seandainya 
berada pada orang yang seharusnya 
menerimanya. 
12. Pasal 1363; Barangsiapa menjual suatu 
barang yang diterimanya dengan itikad 
baik, sebagai pembayaran yang diwajibkan, 
cukup memberikan kembali harganya. Jika 
Ia dengan itikad baik telah memberikan 
barang itu dengan cuma-cuma kepada 
orang lain, maka ia tak usah 
mengembalikan sesuatu apa pun.  
13. Pasal 1364: Orang yang kepadanya barang 
yang bersangkutan dikembalikan, 
diwajibkan bahkan juga kepada orang yang 
dengan itikad baik telah memiliki barang 
itu, mengganti segala pengeluaran yang 
perlu dan telah dilakukan guna 
keselamatan barang itu. Orang yang 
menguasai barang itu berhak 
memegangnya dalam penguasaannya 
hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut 
diganti. 
14. Pasal 1365: Tiap perbuatan melawan 
hukum (onrechtmatige daad), yang 
membawa kerugian kepada orang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, menggantikan 
kerugian tersebut. 
15. Pasal 1366: Setiap orang bertanggung 
jawab, bukan hanya atas kerugian yang 
disebabkan perbuatan-perbuatan, 
melainkan juga atas kerugian yang 
disebabkan kelalaian atau 
kesembronoannya. 
16. Pasal 1367: Seseorang tidak hanya 
bertanggung jawab, atas kerugian yang 
disebabkan perbuatannya sendiri, 
melainkan juga atas kerugian yang 
disebabkan perbuatan-perbuatan orang-
orang yang menjadi tanggungannya atau 
disebabkan barang-barang yang berada di 
bawah pengawasannya. Orangtua dan wali 
bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan oleh anak-anak yang belum 
dewasa, yang tinggal pada mereka dan 
terhadap siapa mereka melakukan 
kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan 
orang yang mengangkat orang lain untuk 
mewakili urusan-urusan mereka, 
bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan oleh pelayan atau bawahan 
mereka dalam melakukan pekerjaan yang 
ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru 
sekolah atau kepala tukang bertanggung 
jawab atas kerugian yang disebabkan oleh 
murid-muridnya atau tukang-tukangnya 
selama waktu orang-orang itu berada di 
bawah pengawasannya. Tanggung jawab 
yang disebutkan di atas berakhir, jika 
orangtua, guru sekolah atau kepala tukang 
itu membuktikan bahwa mereka masing-
masing tidak dapat mencegah perbuatan 
itu atas mana meneka seharusnya 
bertanggung jawab.  
17. Pasal 1368: Pemilik binatang, atau siapa 
yang memakainya, selama binatang itu 
dipakainya, bertanggung jawab atas 
kerugian yang disebabkan oleh binatang 
tersebut, baik binatang itu ada di bawah 
pengawasannya maupun binatang tersebut 
tersesat atau terlepas dan pengawasannya. 
18. Pasal 1369: Pemilik sebuah gedung 
bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan oleh ambruknya gedung itu 
seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi 
karena kelalaian dalam pemeliharaan atau 
karena kekurangan dalam pembangunan 
ataupun dalam penataannya.  
19. Pasal 1370: Dalam hal pembunuhan dengan 
sengaja atau kematian seseorang karena 
kurang hati-hatinya orang lain, suami atau 
isteri yang ditinggalkan, anak atau orangtua 
korban yang lazimnya mendapat nafkah 
dan pekerjaan korban, berhak menuntut 
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ganti rugi yang harus dinilai menurut 
kedudukan dan kekayaan kedua belah 
pihak, serta menurut keadaan. 
20. Pasal 1371: Menyebabkan luka atau cacat 
anggota badan seseorang dengan sengaja 
atau karena kurang hati-hati, memberi hak 
kepada korban selain untuk menuntut 
penggantian biaya pengobatan, juga untuk 
menuntut penggantian kerugian yang 
disebabkan oleh luka atau cacat badan 
tersebut. Juga penggantian kerugian ini 
dinilai menurut kedudukan dan 
kemampuan kedua belah pihak dan 
menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini 
pada umumnya berlaku dalam hal menilai 
kerugian yang ditimbulkan oleh suatu 
kejahatan terhadap pribadi seseorang.  
21. Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal 
penghinaan diajukan untuk memperoleh 
penggantian kerugian serta pemulihan 
kehormatan dan nama baik. Dalam menilai 
satu sama lain, hakim harus 
memperhatikan kasar atau tidaknya 
penghinaan, begitu pula pangkat, 
kedudukan dan kemampuan kedua belah 
pihak dan keadaan.  
22. Pasal 1373: Selain itu, orang yang dihina 
dapat menuntut pula supaya dalam 
putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan 
yang telah dilakukan adalah perbuatan 
memfitnah. Jika ia menuntut supaya 
dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah 
fitnah, maka berlakulah ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana tentang penuntutan 
perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh 
pihak yang dihina, putusan akan 
ditempelkan di tempatkan di tempat 
umum, dalam jumlah sekian lembar dan 
tempat, sebagaimana diperintahkan oleh 
Hakim atas biaya si terhukum.  
23. Pasal 1374: Tanpa mengurangi 
kewajibannya untuk memberikan ganti 
rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan 
tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang 
lalu dengan menawarkan dan sungguh-
sungguh melakukan di muka umum di 
hadapan Hakim suatu pemyataan yang 
berbunyi bahwa Ia menyesali perbuatan 
yang telah dilakukan, bahwa Ia meminta 
maaf karenanya, dan menganggap orang 
yang dihina itu sebagai orang yang 
terhormat. 
24. Pasal 1375: Tuntutan-tuntutan yang 
disebutkan dalam ketiga pasal yang lalu 
dapat juga diajukan oleh suami atau isteri, 
orangtua, kakek nenek, anak dan cucu, 
karena penghinaan yang dilakukan 
terhadap isteri atau suami, anak, cucu, 
orangtua dan kakek nenek mereka, setelah 
orang-orang yang bersangkutan meninggal. 
25. Pasal 1376: Tuntutan perdata tentang 
penghinaan tidak dapat dikabulkan jika 
tidak ternyata adanya maksud untuk 
menghina. Maksud untuk menghina tidak 
dianggap ada, jika perbuatan termaksud 
nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan 
umum atau untuk pembelaan diri secara 
terpaksa.  
26. Pasal 1377: Begitu pula tuntutan perdata 
itu tidak dapat dikabulkan, jika orang yang 
dihina itu dengan suatu putusan Hakim 
yang telah memperoleh kekuatan hukum 
yang pasti, telah dipersalahkan melakukan 
perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 
Akan tetapi jika seseorang terus-menerus 
melancarkan penghinaan terhadap 
seseorang yang lain, dengan maksud 
semata-mata untuk menghina, juga setelah 
kebenaran tuduhan ternyata dan suatu 
putusan yang memperoleh kekuatan 
hukum yang pasti atau dan sepucuk akta 
otentik, maka ia diwajibkan memberikan 
kepada orang yang dihina tersebut 
penggantian kerugian yang didentanya.  
27. Pasal 1378: Segala tuntutan yang diatur 
dalam ketentuan keenam pasal yang lalu, 
gugur dengan pembebasan orang 
dinyatakan secara tegas atau diam-diam, 
jika setelah penghinaan terjadi dan 
diketahui oleh orang yang dihina, ia 
melakukan perbuatan-perbuatan yang 
menyatakan adanya perdamaian atau 
pengampuan, yang bertentangan dengan 
maksud untuk menuntut penggantian 
kerugian atau pemulihan kehormatan. 
28. Pasal 1379: Hak untuk menuntut ganti rugi 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372, 
tidak hilang dengan meninggalnya orang 
yang menghina ataupun orang yang dihina. 
29. Pasal 1380: Tuntutan dalam perkara 
penghinaan gugur dengan lewatnya waktu 
satu tahun, terhitung mulai dan hanya 
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perbuatan termaksud dilakukan oleh 
tergugat dan diketahui oleh penggugat. 
 
B. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai 
Kontrak  
Hukum acara bertujuan untuk melindungi 
hak seseorang. Perlindungan terhadap hak 
seseorang diberikan oleh hukum acara perdata 
melalui peradilan perdata. Dalam peradilan 
perdata, hakim akan menetukan mana yang 
benar dan mana yang tidak benar setelah 
pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dengan 
peradilan tersebut sudah barang tentu 
seseorang yang menguasai atau  mengambil 
hak seseorang dengan melawan hukum akan 
diputuskan sebagai pihak yang salah,  
karenanya dia diwajibkan menyerahkan 
kembali apa yang telah dikuasai itu, kepada 
pemegang hak yang sah menurut hukum. 
Dengan demikian, apa yang termuat dalam 
hukum perdata materiil dapat dijalankan 
sebagaimana mestinya.13  
Di samping bertujuan melindungi hak 
seseorang, adanya tujuan lain yang merupakan 
tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu 
mempertahankan hukum materiil. Dalam 
rangka mempertahankan hukum perdata 
materiil, tersebut hukum acara perdata 
berfungsi untuk mengatur bagimana caranya 
seseorang mengajukan tuntutan haknya, 
bagaimana negara melalui aparatnya 
memberikan dan memutuskan perkara perdata 
yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, 
dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara 
perdata sebagai sarana untuk menuntut dan 
mempertahankan hak seseorang.14 
Hukum perdata, pada hakikatnya 
merupakan hukum yang mengatur kepentingan 
antara warga perseorangan yang satu dengan 
warga perseorangan lainnya.15 
Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan 
kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam 
kontrak harus ditaati, mengingat dalam 
pembuatan kontrak para pihak melakukannya 
atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, 
itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak 
melahirkan perikatan yang menimbulkan 
konsekuensi hukum kesepakatan para pihak 
berlaku mengikat dan hal tersebut perlu 
 
13 Ibid. 
14 Ibid, hal. 95 
15Titik Triwulan Tutik, Op.Cit, hal. 2. 
diwujudkan secara timbal balik antara para 
pihak untuk melaksanakan kewajibannya 
sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak 
masing-masing pihak. 
Kontrak melahirkan hak dan kewajiban 
karena didasarkan pada pada Pasal 1338 
KUHPerdata dan memenuhi syarat-syarat 
dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang 
dibuat merupakan hukum atau undang-undang 
yang mengikat bagi para pihak untuk 
dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak 
melaksanakan kewajibannya, maka dapat 
dituntut oleh pihak lain karena melakukan 
ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.
 Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai 
pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para 
pihak dalam kontrak merupakan perbuatan 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan 
karena pembuatan kontrak dilakukan oleh 
pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang 
membuat kontrak adalah pihak yang cakap 
dalam melakukan perbuatan hukum termasuk 
juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal 
tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum 
didasarkan pada itikad baik, yakni untuk sebab-
sebab yang halal.  Apabila para pihak tidak 
melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak 
yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, 
mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan 
karena terjadinya ingkar janji sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sampai 
dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Gangi rugi 
karena perbuatan melawan hukum diatur 
dalam Pasal 1365 KUH perdata. 
Hukum acara perdata adalah peraturan 
hukum yang mengatur bagaimana menjamin 
ditaatinya hukum perdata materiil dengan 
peranturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa 
hukum acara perdata adalah peraturan hukum 
yang menentukan bagimana caranya menjamin 
pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih 
tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata 
adalah hukum yang mengatur baginama 
caranya mengajukan serta melaksanakan 
putusan tersebut mengajukan tuntutan hak 
berarti meminta perlindungan hukum terhadap 
haknya yang dilanggar oleh orang lain.16  
Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu: 
a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa 
yang terjadi, dinamakan gugatan dalam 
 
16 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, 
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.94.  
Lex Privatum Vol. IX/No. 3/Apr/2021 
 
244 
tuntutan semcam ini minimal ada dua pihak 
yang terlipat, yaitu pihak penggugat (yang 
mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang 
tergugat (orang yang dituntut), dan 
b. Tuntutan hak yang tidak mengadung 
sengketa lazimnya disebut permohonan 
dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya 
ada satu pihak saja.17  
Hukum acara perdata meliputi tiga tahap 
tindakan, yaitu sebagai berikut:18 
1. Tahap pendahuluan, merupakan persiapan 
menuju ke penentuan atau pelaksanaan. 
2. Tahap penentuan, diadakan pemeriksaan 
peristiwa dan sekaligus pebuktian serta 
keputusannya. 
3. Tahap pelaksanaan, tahap diadakannya 
pelaksanaan dari putusannya. 
Konsekuensi hukum akibat adanya ingkar 
janji dalam melaksanakan kewajiban sebagai 
pemenuhan hak sesuai kesepakatan para pihak 
dalam kontrak meliputi hal-hal sebagaimana 
diuraikan: 
a. Tanggung Jawab 
Gugat; menggugat, artinya (1) mendakwa; 
megadukan (perkara) ; (2)  menuntut (janji dan 
sebagainya); membangkitkan perkara yang  
sudah-sudah; (3)   mencela dengan keras; 
menyanggah.19 
Istilah tanggung jawab dalam arti liability 
dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang 
merupakan terjemahan dari aansprakelijkheid 
dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung 
jawab hukum menurut hukum perdata. 
Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang 
atau badan hukum yang dipandang harus 
membayar suatu kompensasi atau ganti rugi 
setelah adanya peristiwa hukum.20 
Secara umum prinsip-prinsip tanggung 
jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai 
berikut: 
a. Kesalahan; 
b. Praduga selalu bertanggung jawab 
(presumption based on fault); 
c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab 
(presumption of nonliability); 
d. Tanggung jawab mutlak (strict liability); 
 
17 Ibid, hal. 94 
18 Ibid. 
19 Sudarsono, Op.Cit, hal. 151. 
20  Peter Marzuki Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, 
Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008, hal. 258. 
e. Pembatasan tanggung jawab (limitation of 
liability).21 
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur 
kesalahan (fault liability) atau liability based of 
fault adalah prinsip yang cukup umum berlaku 
dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya 
Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang 
secara teguh. Prinsip ini menyatakan sesorang 
baru dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya secara hukum jika ada 
unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 
KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal 
tentang perbuatan melawan hukum, 
mengharuskan terpenuhinya empat unsur 
pokok, yaitu: 
a. adanya perbuatan; 
b. adanya unsur kesalahan; 
c. adanya kerugian yang diderita; 
d. adanya hubungan kausalitas antara 
kesalahan dan kerugian. 
Kesalahan adalah unsur yang bertentangan 
dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak 
hanya bertentangan dengan undang-undang, 
tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam 
masyarakat. Prinsip praduga selalu bertanggung 
jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu 
dianggap bertanggung jawab (presumption of 
liability principle) sampai saat ini ia dapat 
membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban 
pembuktian ada pada si tergugat.22 
Prinsip praduga untuk tidak selalu 
bertanggung jawab. Prinsip ini adalah kebalikan 
dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak 
selalu bertanggung jawab (presumption 
nonliability principle) hanya dikenal dalam 
lingkup transaksi konsumen yang sangat 
terbatas dan pembatasan demikian biasanya 
secara common sense dapat dibenarkan. 
Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah 
dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau 
kerusakan pada bagasi/bagasi tangan yang 
biasanya dibawa dan diawasi oleh si 
penumpang (konsumen) adalah tanggung 
jawab dari penumpang. Dalam hal ini, 
pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta 
pertanggungjawaban.23 
 
21 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan 
Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 
hal. 92. 
22 Ibid, hal. 93-94. 
23 Ibid, hal. 95-96. 
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Prinsip tanggung jawab mutlak (strict 
liability) sering diidentikkan dengan prinsip 
tanggung jawab absolut (absolute liability), 
kendati demikian ada pula para ahli yang 
membedakan kedua terminologi di atas. Ada 
pendapat yang mengatakan strict liability 
adalah prinsip tanggung jawab yang 
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor 
yang menentukan, namun ada pengecualian-
pengecualian yang memungkinkan untuk 
dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya 
keadaan force majeur. Sebaliknya, absolute 
liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa 
kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. 
Selain itu ada pandangan yang agak mirip yang 
mengaitkan perbedaan keduanya pada ada 
atau tidak adanya hubungan kausalitas antara 
subjek yang bertanggung jawab dan 
kesalahannya. Pada strict liability, hubungan itu 
harus ada, sementara pada absolute liability, 
hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya pada 
absolute liability, dapat saja si tergugat yang 
dimintai pertanggungjawaban itu bukan si 
pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya 
dalam kasus bencana alam).24 
b. Perbuatan Melawan Hukum 
Perbuatan melawan hukum di Indonesia 
secara normatif selalu merujuk pada ketentuan 
Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma 
dalam pasal ini unik tidak seperti ketentuan 
pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 
KUH Perdata lebih merupakan struktur norma 
daripada substansi ketentuan hukum yang 
sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi 
ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata 
memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. 
Dilihat dari dimensi waktu. Ketentuan ini akan 
“abadi” karena hanya merupakan struktur. 
Dengan kata lain seperti kiasan yang sudah kita 
kenal bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini “tak 
lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan”. 
Perbuatan melawan hukum 
(onrechtmatigedaad) sama dengan perbuatan 
melawan undang-undang (onwetmatigedaad). 
Perbuatan melawan hukum Indonesia yang 
berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam 
Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1380 
KUH Perdata.25 
c. Ganti Rugi  
 
24 Ibid, hal. 96. 
25Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, hal. 85. 
Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yang 
dialami (seseorang debitur yang dialami yang 
cidera janji harus membayar ganti rugi kepada 
kreditur), hal ini diatur di dalam KUH, Perdata, 
yaitu: Pasal 1248: “penggantian biaya ganti rugi 
dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si 
berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi 
perikatannya, tetap melalaikannya atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, 
hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 
tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.26  
Pasal 1244: “jika ada alasan untuk itu, 
siberutang harus dihukum mengganti biaya, 
rugi dan bunga apabila ia tak dapat 
membuktikan pada waktu yang tepat 
dilaksanakan perikatan itu, disebabkan karena 
suatu hal yang tak terduga pun tak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya 
itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada 
pihaknya.27  
d. Penyelesaian Sengketa 
 Semakin kompleksnya kepentingan 
manusia dalam sebuah peradaban 
menimbulkan semakin tingginya potensi 
sengketa yang terjadi antara individu maupun 
antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia 
untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan 
cara mempercepat penyelesaian sengketa itu, 
melalui metode-metode yang lebih sederhana, 
akurat dan terarah.28  
Sengketa dalam artian luas dapat dibagi 
menjadi dua kelompok besar, yaitu: 
1. Sengketa sosial (social dispute); 
2. Sengketa hukum (legal dispute). 
Sengketa sosial biasanya berhubungan 
dengan etika, tata karma atau tata susila yang 
hidup dan berkembang dalam pergaulan 
masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap 
aturan adat termasuk dalam kategori sengketa 
sosial karena hukum adat bukan bagian dari 
prnanata hukum positif sehingga sanksi yang 
diterapkan hanya bersifat sanksi internal 
(internal sanction).29  
 
26Sudarsono, Op.Cit, hal. 136. 
27Ibid, hal. 136. 
28D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara 
Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan 
Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 
2011, hal. 4. 
29Ibid, hal. 4 
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Sengketa hukum adalah sengketa yang 
menimbulkan akibat hukum, baik karena 
adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan 
hukum positif atau karena adanya benturan 
dengan hak dan kewajiban seseorang yang 
diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas 
dari sengketa hukum adalah pemenuhannya 
(penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan 
institusi hukum negara (pengadilan/institusi 




1. Pembuatan kontrak yang sah menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) diharuskan untuk 
dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak 
yang berkehendak membuat kontrak 
sesuai dengan asas itikadi baik dan janji 
harus  ditetapi.  Hal tersebut untuk 
memberikan kepastian hukum bagi para 
pihak akan hak dan  kewajiban 
sesuai kesepakatan dalam kontrak yang 
dibuat. 
2. Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai 
kesepakatan para pihak dalam kontrak 
merupakan bentuk perlindungan hukum 
atas hak para pihak, sesuai kesepakatan 
dalam kontrak memiliki kekuatan 
mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak 
para  pihak merupakan pelaksanaan 
kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-
ketentuan hukum perdata yang berlaku. 
Pengingkaran terhadap kewajiban dapat 
menimbulkan konsekuensi hukum yakni 
pertanggungjawaban perdata yakni ganti 




1. Para pihak harus menaati pembuatan 
kontrak yang sah menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
harus ditaati oleh para pihak, sebab 
kontrak yang dibuat tidak sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum yang 
berlaku dapat dibatalkan apabila ada 
pihak yang tidak setuju atau dinyatakan 
batal demi hukum atas putusan 
pengadilan. Hal ini berarti perbuatan 
hukum dalam membuat kontrak 
dianggap tidak pernah terjadi. 
2. Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan dari 
kewajiban sesuai kesepakatan para pihak 
dalam kontrak merupakan hal mutlak 
yang harus dilaksanakan, sesuai dengan 
asas itikadi baik dan janji harus ditepati 
sebab apabila di antara para pihak ingkar 
janji terhadap kesepakatan dalam 
kontrak, maka pihak yang lain dirugikan 
dapat mengajukan tuntutan ganti rugi 
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